
5. 

4. 

3. 

2. 

bahwa guna melaksanakan P 
69 Tahun 201 o t t eraturan Pemerintah Nomor 
Pemanfaatan lnsent~n ;;~ Tata Cara. Pemberian dan 
diatur Tata Cara Pemb .ung~an Paiak Daerah, perlu 
Pemun utan p · enan an Pemanfaatan lnsentif 
Magela~g; sjak Daerah di lingkungan Pemerintah Kota 

~a~wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
a am huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak Daerah; 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 
Ba rat; 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 · tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59 > Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

l • 

Nomor 4844); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paj~k 
oaerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pen elolaan Keuangan oaerah (Lembaran Negara 

9 'k 
I 

d nesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Repubh no 
Lembaran Negara Nomor 4578); 

·ntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Peratura.n Peme~~n Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemb~g,an Uru h Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Pemenntahan Da(e~!mbaran Negara Republik Indonesia 
Kabupaten/Kota 82 Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor ' . 
Republik Indonesia Nornor 4737), 

1. Mengingat 

b. 

a. Menimbang 

WALIKOTA MAGELANG 

PERATURAN WALIK 
NOMOR 3kTA~G~ ~~~ELANG 

TENT ANG 

TATA CARA PEMBERIAN DA 
INSENTIF PEMUNGUTAN PNAJPEMANFAATAN AKDAERAH 

WALIKOTA MAGELANG 
I 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud denga~ : dl but lnsentif adalah 
1. lnsentif Pemungutan Pajak Daerah, yang seblanJ~tnpy:ng1~!rgaan atas1 kinerja 

t b diberikan se ag am ahan penghasilan yang tan pajak daerah. 
tertentu dalam melaksanakan pemungu k t daerah sebagai unsur 

2· Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perang a 
Penyelenggara pemerintahan daerah. 

3· Daerah adalah Kota Magelang. 
4· 

Watikota adalah Walikota Magelang. 
5. VV . . W l'kota Magelang. 

ak,1 Wafikota adafah Wak1f a I K t Magelang atau Pelaksana 
6 · oaerah o a 

· Sekretaris Daerah adalah Sekretans 
T ugas Sekretaris Dae rah Kota Magelang. an Daerah, yang selanjutnya 

7. Dinas p d d Pengelolaan Keuatng dan Pengelolaan Keuangan 
d . . en apatan an . Pendapa an 
01singkat DPPKD, adalah oinas 

8 aerah Kota Magelang. 
0 

Kota Magelang. 
. Kepala DPPKD adalah Kepala DPPK 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN DAN PEMANFAA TAN f NSENTIF 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. 

8. 

7. 

6. Peraturan Pemerintah N 
Cara Pemberian dan pomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Pajak Daerah Dan Ret;:a~faatan lnsentif Pemungutan 
Republik Indonesia Tah~nu~O Daerah (Lembaran Negara 
Lembaran Negara Republ'k I d10 Nomor 119, Tambahan I n ones1a Nomor 5161)· 
Peraturan Daerah Kota M ' 
tentang Urusan Peme . t :gelang Nomor 2 Tahun 2008 
Pemerintahan Daera nn a an Yang Menjadi Kewenangan 
Kola Magelang Tahu~ 2~~~ N~:i)~~~ (Lembaran Daerah 

Peraturan Daerah Kota Magelang N 4 T h 2008 tentang Susunan Kedud k d omor a un . . 
. , u an an Tugas Pokok Orqanisasi 

Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 
2008 Nomor 4); 

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2); 

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Magelang Tahun 2010 (Lembaran Daerah 
Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 4); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Menetapkan 



Pasa14 
(1) lnstansi Pel k p t PaJ·ak dapat diberi lnsentif apabila mencapai 

kin . a sana emungu 
( erJa tertentu. 2) Kinerja t . d. aksud pada ayat (1) adalah pencapaian 

targ t ertentu sebagarmana ~m d lam Anggaran Pendapatan dan 
B e Penerimaan Pajak yang d1tetapkan a 
elanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan. 

BAB II 
INSENTIF 

Bagian Kesatu 
Penerima lnsentif 

Pasal3 
(1) lnsentif diberikan kepada lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak. 
(2) l~sentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional 

dibayarkan kepada : 
a. Pejabat dan pegawai di jajaran DPPKD selaku lnstansi Pelaksana 

Pemungut Pajak di daerah sesuai dengan tanggung jawab masing- 
masing;. 

b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan 
keuangan daerah; dan 

c, Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. 
(3) Pernberian lnsentif kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris .oa~rah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b d~n huruf c ~a~at dioerlkan 
dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengena1 remuneras, d1 daerah. 

d. 
c. 
b. 

kinerja instansi; 
semangat kerja bagi pejabat atau pega . . t . wa1 ms ansi; 
pendapatan daerah; dan 
pelayanan kepada masyarakat. 

a. 

Pasar 2 
(1) pemberian dan pemanfaatan lnsentif d'I 

kepatutan, kewajaran, dan rasionalit 1;ksanakan berdasarkan asas 
tanggung jawab, kebutuhan, serta karak:~- t'k,sdesuaikan. _dengan besarnya 

IS I an kondisi objektif d h 
(2) Pemberian lnsentif sebagaimana dimaksud . aera · 

meningkatkan : pada ayat (1) dirnaksudkan untuk 

tansi pelaksana Pemungut Pajak d 
g. ins1<ol< dan fungsinya melaksanakan Pa alah dinaslbadan/1 b po . ernungutan p · em aga yang tugas 

pajak oaerah, yang selan1utnya disebut P . aJak. 
10. oaerah yang terutang oleh pribadi t aJak, adalah kontrib . .. 

rdasarkan undang-undang, den a ?U badan van bus, wa11b kepada 
~~gsung dan digunakan untuk k~apn lt1dak rnendapatian e~1~atl memaksa 
a 1<muran rakyat. er uan Daerah b . m a an secara 1<erna ag1 sebesar-besarnya 
pemungutan adalah suatu rangkaian k . 

11. objek dan subje~ Pajak, penentuan b:~'=:~n mul~i dari penghimpunan data 
1<egiatan penaqihan PaJak kepada Wa~~ PaJ~k yang terutang sampai 
penyetorannya. J PaJak serta pengawasan 



Bagian Kedua 
sumber lnsentif 

Pasal 8 
. i dengan ketentuan peraturan 

pendapatan PaJak sesua lnsenn 
Perun~ bersumber dari 

ang-undangan. 

Pasal7 
(1) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak t~rcapai, lnsentif untuk triwula~ 

tersebut dibayarkan pada awal triwulan benkutnya yang telah mencapa, 
target kinerja triwulan yang ditentukan. 

(2) Dal . . d khir tahun anggaran penerimaan tidak 
am hal target klneria pa a a. d h dibayarkan untuk triwulan 

tercapai, tidak membatalkan lnsentlf yang su a 
sebelumnya. 

Pasal 6 

(1) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapa·1 150, 
(I' b 

· I t"f d"b ·k 10 nna elas persen) atau febrh, nsen , ' err an pada awa/ triwulan II. 
Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15o/c (I' b I (2) 1nsentif tidak diberikan pada awal triwulan II. 0 tma e as persen), 

(3) Apabila pada akhi_r tri~ul~n I realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) 
atau leb1h, lnsentit diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan 
triwulan 11. 

(4) Apabila pada ~khir akhi~ triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh 
persen), Insentif untuk tnwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan 111. 

(5) Apabila pada ~k~ir tri~ula~ 111 realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima 
persen), lnsentif tidak diberikan pada awal triwulan IV. 

(6) Apabila pada akhir triwulan Ill realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima 
persen) atau lebih, lnsentif diberikan pada awal triwulan IV. 

(7) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) 
atau lebih, lnsentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan. 

(8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) 
tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), lnsentif diberikan untuk 
triwulan Ill dan triwulan sebelumnya yang belum diibayarkan. 

Pasal5 

get penerimaan Pajak per triwulan dit t k 
1) far . . e ap an sebagai berikut. 

( sampa1 dengan tnwulan I sebesar 15o/c (I' · 
a. . . 0 1ma belas persen)· 

sampa1 dengan tnwulan II sebesar 40o/c ( ' 
b. . . 0 empat puluh persen)· 

sampa1 dengan tnwulan Ill sebesar 75o/c (t . ' 
c. . . 0 UJuh puluh lima persen); dan 
d sampa1 dengan tnwulan IV sebesar 1 OOo/c ( ' 

· . . o seratus persen). 
pemberian lnsentif dibayarkar, setiap triwulan d . 

(2) pa a awal tnwulan berikutnya. 



Pasal 14 
Pert k k sesuai dengan ketentuan 
Pera~nggungjawaban pemberian lnsentif dila u an 

uran Perundang-undangan. 

Pasal 13 
Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau 
terlampaui, pembayaran lnsentif belum dapat dilakukan pada tah~n anggaran 
berkenaan, pemberian lnsentif diberikan pada tahun anggaran benkutnya yang 
Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB Ill 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal12 

(1) Kepala DPPKD menyusun pengganggaran lnsentif berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

(2) Penganggaran lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan 
ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja 
pegawai, objek belanja lnsentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja 
Pajak. 

Pasal 11 

Pener~mf a l~sen~if seba~~imaknaddimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya 
1nsent1 se ag~tmana irna su dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan den an 
Keputusan Wahkota. 9 

Pasal 10 
) sesarnya pembayaran lnsentif sebagaiman d. 

(1 (2) huruf a,. huruf b, dan huruf c untuk s t imaksud dalam Pasal 3 ayat 

P
aling tingg1 6 (enam) kali gaji pokok dan tue .,ap bulannya dengan ketentuan 

nJangan yang melekat. 
{Z) runjangan yang melekat sebagaimana dimak d 

tunjangan yang m~lekat pada gaji, terdiri !t~s pad~ ayat ~1). adala~ 
tunjangan anak; tunjanqan jabatan struktural/f . tunianqan istri/suarni, 
beras. ungsional, dan/atau tunjangan 

Bagian Ketiga 
Besaran lnsentif 

Pasaf9 

Besarnya lnsentif ditetapkan sebes 
1) · k d ar 5% (r ( penerimaan Paja alam tahun anggaran b k nna persen) dari rencana 

er enaan untuk t' . . 
aesaran lnsentif sebagaimana dimak d tap jerus Pajak. 

(2) APBD Kota Magelang tahun berkenaa~.u pada ayat (1) ditetapkan melalui 



AZIS A S SURYAN 

N 2010 NOMOR 36 
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHU 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG 
Pit 

Diundangkan di Magelang 
, pada tanggal 9 Desember 201 O 

SIGIT WIDYONINDITO 

Ditetapkan di Magelang 

0 i)o~tv~r C:'o(() 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ~:irkota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Magelang. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 
n Walikota ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 ~~ra . 

BABIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal15 
. insentif untuk tahun anggaran 2010 da . 

pefl'lbena~a Magelang Tahun Anggaran 2010 d pa~_dibayarkan sesuai dengan 
Ap6D l(o pemerintah Nomor 69 Tahun 201 o dan in ilakukan sesuai ketentuan 
peraturan eraturan Walikota ini. 


